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METHODS
Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan rancang bangun cross

sectional study menggunakan data IFLS 5. Peneliti telah mendapat approval

dari komisi etik Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada. Sampel dalam
penelitian ini adalah penduduk usia 15 tahun keatas yang tinggal di perkotaan
pada 13 provinsi di Indonesia berdasarkan keterangan sampling buku K seksi
SC pertanyaan SC05. Kriteria inklusi dalam penelitian ini adalah responden
berumur 15 tahun keatas yang tinggal di perkotaan, memiliki gejala dan
menggunakan pelayanan kesehatan primer dalam 4 minggu terakhir. Kriteria
eksklusi dalam penelitian ini adalah responden yang menggunakan dua jenis
pelayanan kesehatan primer yaitu pemerintah dan swasta dalam 4 minggu
terakhir. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah pemanfaatan pelayanan
kesehatan primer oleh penduduk miskin kota. Variabel bebas dalam penelitian
ini adalah jaminan kesehatan. Uji yang digunakan dalam penelitian ini adalah
regresi logistik.

RESULTS
Jumlah keseluruhan responden pada IFLS 5 yang mengisi lengkap kuesioner
buku 3A dan 3B sebesar 34.177, selanjutnya setelah diseleksi berdasarkan
urban-rural didapatkan 20.244 responden yang tinggal diperkotaan. Setelah
dilakukan pemilihan sampel berdasarkan kriteria inklusi dan kriteria eksklusi
maka didapatkan besar sampel pada penelitian ini adalah 2.563 responden.
Berdasarkan hasil analisis data dapat diketahui bahwa sebagian besar (65%)
masyarakat di perkotaan menggunakan pelayanan kesehatan primer milik
swasta, sedangkan sisanya menggunakan faslitas pelayanan kesehatan primer
milik pemerintah. Pengeluaran perkapita responden perkotaan sebagian besar
pada kuantil 5 sebesar 24,31%. Sebagian besar responden tidak memiliki
jaminan kesehatan 39,72%.
Berdasarkan hasil analisa regresi logistik dapat diketahui bahwa variabel
jaminan kesehatan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pemanfaatan
pelayanan kesehatan primer. Analisis regresi logistik dilakukan untuk
mengidentifikasi pengaruh jaminan kesehatan terhadap pemanfaatan jaminan
kesehatan berdasarkan stratifikasi status ekonomi. Responden pada status
sangat miskin yang memiliki jaminan kesehatan BPJS lebih menggunakan
pelayanan kesehatan swasta dibandingkan pelayanan kesehatan pemerintah.
Berdasarkan analisis data diketahui bahwa terjadi pola pemanfaatan pelayanan
kesehatan yang meningkat berdasarkan peningkatan status ekonomi, artinya
jaminan kesehatan perusahaan, askes, dan swasta merupakan upaya yang
memberikan dampak paling banyak pada orang kaya atau prorich. Dapat
diketahui bahwa jaminan kesehatan daerah juga banyak dimanfaatkan oleh
masyarakat berstatus kaya. Terjadi pola pemanfaatan pelayanan kesehatan
yang menurun berdasarkan peningkatan status ekonomi, artinya jaminan
kesehatan pemerintah (Jamkesmas, Jamkessos, Jampersal) merupakan upaya
yang memberikan dampak paling banyak pada orang miskin atau propoor. Pola
pemanfaatan pelayanan kesehatan oleh pemilik jaminan BPJS meningkat
berdasarkan peningkatan status ekonomi, artinya jaminan kesehatan BPJS
merupakan upaya yang memberikan dampak paling banyak pada orang kaya
atau prorich.

CONCLUSIONS
Jaminan kesehatan berpengaruh terhadap pemanfaatan pelayanan kesehatan
primer. Jaminan kesehatan daerah dan BPJS masih belum adil bagi masyarakat
miskin perkotaan. Saran yang dapat diberikan peneliti terkait pengaruh jaminan
kesehatan beserta pemanfaatan fasilitas pelayanan kesehatan primer di
perkotaan Indonesia yaitu menyusun kebijakan untuk meningkatkan pemanfaatan
pelayanan kesehatan milik pemerintah sebagai fasilitas kesehatan propoor

melalui upaya peningkatan kualitas pelayanan dan pengurangan waktu tunggu.
Meningkatkan cakupan jaminan kesehatan ke seluruh masyarakat khususnya
masyarakat miskin disertai pembagian manfaat berdasarkan status ekonomi atau
kepesertaan untuk mencapai keadilan.
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AIM / OBJECTIVE
Pemerintah bertanggung jawab menyelenggarakan pelayanan kesehatan
yang menyeluruh, bermutu dan terjangkau untuk masyarakat, baik
pelayanan promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif. Pemerintah telah
menetapkan peraturan tentang Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Jaminan
Kesehatan Nasional adalah perlindungan kesehatan dari pemerintah kepada
peserta untuk mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan(1).
Pelayanan kesehatan pada JKN diberlakukan pada tanggal 1 januari 2014
tersebut mengikuti sistem rujukan berjenjang yang artinya peserta JKN tidak
diperkenankan untuk menggunakan pelayanan tingkat lanjut tanpa adanya
rujukan atau dalam keadaan gawat darurat(2).
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), penduduk miskin pada maret
2017 menunjukkan jumlah penduduk miskin di indonesia mencapai 27,77
juta jiwa (10,64%). Persentase penduduk miskin di daerah perkotaan pada
maret 2017 sebesar 10,67 juta jiwa(3). Jumlah penduduk miskin di perkotaan
masih tergolong besar sedangkan maysarakat membutuhkan pelayanan
kesehatan yang berkualitas. Masalah yang sering ditemui oleh masyarakat
pemegang jaminan kesehatan yang disubsidi pemerintah adalah
mendapatkan pelayanan yang kurang berkualitas dan mengalami
diskriminasi(4).
Ada hubungan yang kuat antara kepemilikan asuransi kesehatan dengan
pemilihan fasilitas dengan layanan atau provider pelayanan kesehatan(5).
Fasilitas kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan bagi peserta
jaminan pada awal pemberlakuan JKN adalah fasilitas kesehatan milik
pemerintah. Dalam pelaksanaan jaminan kesehatan nasional maka idealnya
penduduk miskin lebih banyak memanfaatkan pelayanan kesehatan milik
pemerintah dari pada pelayanan kesehatan milik swasta. Masyarakat tetap
memilih puskesmas sebagai tempat berobat karena pertimbangan ekonomi
dan faktor kedekatan lokasi dengan tempat tinggal mereka meskipun
kualitas pelayan dapat dikatakan kurang(6).
Peningkatan rumah sakit swasta, layanan pengobatan alternatif, klinik
kebugaran dan kecantikan, serta layanan kesehatan berbasis swasta sangat
mewarnai pelayanan kesehatan sekaligus mengubah perilaku warga dalam
mendapatkan layanan kesehatan sesuai dengan harapan(7). Masyarakat
miskin perkotaan dengan jaminan kesehatan harusnya akan lebih memilih
puskesmas sebagai pusat layanan kesehatannya meskipun terjadi
peningkatan jumlah fasilitas pelayanan kesehatan berbasis swasta.
Jaminan kesehatan seharusnya dapat meningkatkan akses terhadap
pemanfaatan layanan kesehatan bagi masyarakat khususnya penduduk
miskin. Pada kenyataannya masih terdapat bukti bahwa jaminan kesehatan
tidak meningkatkan pemanfaatan layanan kesehatan. Berdasarkan
penelitian Husna dapat diketahui bahwa kepemilikan asuransi tidak
meningkatkan pemanfaatan pelayanan puskesmas(8). Selain itu, Meirina
menemukan bahwa kepemilikan asuransi kesehatan sosial belum efektif
dalam meningkatkan pemanfaatan pelayanan kesehatan oleh penyandang
disabilitas berstatus miskin di Indonesia(9). Masyarakat miskin merupakan
penduduk rentan yang harusnya mendapat jaminan kesehatan dan
menggunakan haknya di fasilitas yang ditunjuk. Perlu adanya kebijakan
perluasan jaminan kesehatan untuk meningkatkan akses, memperluas
kepesertaan, dan memberikan subsidi bagi penduduk miskin(10). Penelitian
ini bertujuan mengidentifikasi pengaruh kepemilikan jaminan kesehatan
terhadap pemanfaatan pelayanan kesehatan primer di perkotaan Indonesia
(analisis data IFLS 5).
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